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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap pernikahan misyar dari 

perspektif konsep maslahah dalam syariat Islam, dapat disimpulkan 

beberapa poin penting: 

1. Hakikat Pernikahan Misyar dan Tujuan Pernikahan Ideal:  

Pernikahan misyar adalah akad nikah yang sah secara syar'i karena 

memenuhi rukun dan syarat pernikahan pada umumnya (adanya 

calon suami istri, wali, dua saksi, dan ijab qabul). Namun, ciri 

khasnya terletak pada kesepakatan istri untuk merelakan sebagian 

haknya, seperti nafkah lahir, tempat tinggal bersama, atau giliran 

waktu bagi suami yang berpoligami. Sementara itu, tujuan ideal 

pernikahan dalam Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an 

(QS. Ar-Rum: 21), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, 

dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 & 3, adalah membentuk 

keluarga yang sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan 

rahmah (kasih sayang) melalui ikatan lahir dan batin yang kekal, 

dengan suami memenuhi kewajiban nafkah dan tempat tinggal. 

2. Analisis Maslahah (Kemaslahatan) dalam Nikah Misyar: 

a. Maslahah yang Potensial Terwujud: Beberapa ulama, termasuk 

Yusuf al-Qardhawi, memandang nikah misyar memiliki potensi 

maslahah dalam kondisi tertentu. Maslahah ini mencakup 

menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina bagi laki-laki dan 

perempuan yang memiliki kendala untuk menikah secara 

konvensional (misalnya, masalah finansial, kesibukan, atau 

status sosial seperti janda/perawan tua). Ini juga dapat menjadi 

solusi bagi mereka yang membutuhkan pendamping tanpa 

terikat penuh pada tanggung jawab pernikahan tradisional, 

serta membantu janda dalam mendidik anak-anaknya dengan 
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adanya figur ayah, sehingga selaras dengan konsep Hifdz an-

Nafs (menjaga jiwa) dan Hifdz an-Nasl (menjaga keturunan) 

pada tingkatan dharuriyat (primer). Biaya yang lebih ringan 

juga sering menjadi pertimbangan maslahah. 

b. Mafsadah (Kerusakan) yang Dominan: Meskipun ada potensi 

maslahah, penelitian ini menemukan bahwa nikah misyar lebih 

cenderung menimbulkan mafsadah yang signifikan dan 

bertentangan dengan tujuan utama syariat (maqashid syariah). 

Mafsadah tersebut antara lain: 

 Ketidakjelasan Status Hukum dan Hilangnya Hak Istri: 

Pernikahan misyar seringkali tidak dicatat secara resmi 

di negara, yang berakibat pada kesulitan penyelesaian 

konflik, hilangnya hak-hak istri seperti mas kawin, 

nafkah, warisan, dan rentannya istri menjadi pihak yang 

dirugikan atau digantung statusnya jika suami 

mengingkari pernikahan atau tidak menceraikannya. 

 Potensi Timbulnya Fitnah dan Prasangka Buruk: Sifat 

pernikahan misyar yang seringkali dirahasiakan atau 

tidak disosialisasikan secara luas dapat memicu 

keraguan, prasangka buruk, bahkan tuduhan zina di 

masyarakat, yang pada akhirnya lebih banyak 

membebankan stigma negatif kepada pihak wanita. 

 Mencederai Tujuan Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah: 

Kurangnya komitmen untuk tinggal bersama, minimnya 

interaksi, serta peniadaan hak nafkah dan tempat tinggal, 

secara substansial menghambat terwujudnya 

ketenangan batin, cinta, dan kasih sayang yang 

mendalam dalam rumah tangga. Hal ini juga dapat 

mereduksi esensi warahmah yang seharusnya terwujud 

dalam saling melindungi dan menyayangi. 
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 Penyalahgunaan dan Peremehan Syariat: Praktik nikah 

misyar rentan disalahgunakan oleh sebagian laki-laki 

hanya untuk pemenuhan kenikmatan semata tanpa 

menanggung beban dan tanggung jawab penuh. Ini juga 

dikhawatirkan dapat meremehkan ajaran Islam dan 

melecehkan kaum wanita, sehingga pada praktiknya 

banyak nikah misyar yang tidak lagi syar'i. 

3. Keseimbangan Maslahah dan Mafsadah: Mengingat kaidah ushul 

fiqh yang mengutamakan penolakan mafsadah daripada perolehan 

maslahah jika keduanya bertentangan dan mafsadahnya lebih besar 

, maka nikah misyar, meskipun sah secara rukun dan syarat, tidak 

dapat dianggap sebagai bentuk pernikahan yang ideal dalam Islam 

karena mafsadah yang ditimbulkannya jauh lebih besar dan 

berimplikasi negatif pada individu, keluarga, dan masyarakat secara 

luas. Kebolehan nikah misyar dari sebagian ulama sebetulnya 

disertai syarat ketat untuk melindungi kedua belah pihak, namun 

dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang 

dapat diajukan: 

1. Bagi Masyarakat Umum: 

a. Pentingnya Memahami Tujuan Pernikahan: Masyarakat perlu 

lebih memahami esensi dan tujuan luhur pernikahan dalam 

Islam, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa 

rahmah dengan komitmen penuh, tanggung jawab bersama, 

serta pemenuhan hak dan kewajiban secara adil. 

b. Mewaspadai Pernikahan Misyar: Hendaknya masyarakat lebih 

berhati-hati dan kritis terhadap praktik pernikahan misyar, 

mengingat potensi mafsadah (kerugian) yang besar, terutama 
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bagi pihak perempuan, serta risiko hilangnya hak-hak dan 

stigma sosial yang mungkin timbul. 

c. Pentingnya Pencatatan Pernikahan: Setiap pernikahan, 

termasuk nikah misyar jika memang dilakukan, sebaiknya 

dicatat secara resmi oleh negara untuk menjamin kepastian 

hukum dan perlindungan hak-hak pasangan, terutama istri dan 

anak-anak, di kemudian hari. 

2. Bagi Lembaga Keagamaan dan Pemerintah: 

a. Edukasi dan Sosialisasi: Lembaga keagamaan dan pemerintah 

perlu lebih gencar melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai 

hukum dan dampak pernikahan misyar, khususnya dalam 

konteks hukum positif dan maqashid syariah, agar masyarakat 

tidak terjebak dalam praktik yang berpotensi merugikan. 

b. Regulasi dan Perlindungan Hukum: Pemerintah dan lembaga 

hukum perlu mempertimbangkan regulasi yang lebih jelas 

terkait bentuk-bentuk pernikahan tidak konvensional seperti 

nikah misyar, guna memberikan perlindungan hukum yang 

memadai bagi semua pihak, terutama pihak yang rentan. Hal ini 

penting untuk mencegah penyalahgunaan dan menjamin hak-

hak dasar sesuai syariat. 

c. Pembinaan Pra-Nikah: Pembinaan pra-nikah perlu diperkuat 

dengan materi yang komprehensif mengenai tanggung jawab 

suami istri, hak dan kewajiban, serta tujuan pernikahan yang 

sesuai dengan syariat Islam dan hukum negara, untuk 

meminimalisir praktik pernikahan yang cenderung 

mengabaikan esensi berkeluarga. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya: 

a. Studi Kasus Empiris: Disarankan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan pendekatan studi kasus empiris (penelitian 

lapangan) untuk menggali lebih dalam pengalaman asli 



 

 

  

73 

  

pasangan yang menjalani nikah misyar, dampak psikologis dan 

sosial yang mereka alami, serta bagaimana praktik ini benar-

benar berjalan di masyarakat. 

b. Perbandingan Perspektif Ulama Kontemporer: Menjelajahi lebih 

banyak pandangan ulama kontemporer dari berbagai mazhab 

dan latar belakang pemikiran mengenai nikah misyar, serta 

menganalisis argumentasi mereka secara lebih detail, dapat 

memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ini. 

c. Analisis Implikasi Hukum Positif: Penelitian selanjutnya dapat 

fokus pada analisis lebih mendalam mengenai implikasi hukum 

positif di Indonesia terhadap pernikahan misyar, mengingat 

potensi konflik hukum yang dapat timbul dari tidak 

terpenuhinya kewajiban nafkah atau ketiadaan pencatatan. 
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